
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Be bas dari 
Korupsi,Kolusi dan Nepotisme; 

Mengingat 

c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang 
Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
sudah tidak sesuai perkembangan saat ini sehingga perlu 
diganti; 

a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib 
menyusun, menetapkan dan menerapkan standar 
pelayanan dengan memperhatikan kemampuan 
penyelenggara dan kebutuhan masyarakat; 

b. bahwa standar pelayanan merupakan tolok ukur yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
pelayanan dan acuan penilaian pelayanan yang 
berkualitas kepada masyarakat; 

Menimbang 

WALIKOTA TARAKAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS 
PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
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16. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 21 Tahun 2018 
Ten tang Pendelegasian W ewenang Kepada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

15. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 58 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerin tahan; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 
23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 
tentang Pelayanan Publik; 



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan 
yang mengatur Standar Operasional Prosedur dinyatakan 
masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Walikota 
ini. 

Pasal4 

Pada saat Peraturan Walikota Tarakan ini mulai berlaku, 
maka Peraturan Walikota Tarakan Nomor 43 Tahun 2017 
tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal3 

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 2 

Standar Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 
merupakan pedoman/ acuan pelayanan penzman dan 
nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu berdasarkan pelimpahan kewenangan 
pelayanan perizinan dan nonperizinan. 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN 
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Tarakan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Walikota Tarakan Nomor 21 Tahun 2019 tentang 
Pendelegasian Wewenang Kepada Dinas Penanaman Modal 
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

Pasal 1 



BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 230 

FIRMANANUR 

Diundangkan di Tarakan 

Pa atanggal 2 Januari 2019 

S RETARIS DAERAH KOTA TARAKAN 

GA 

Ditetapkan di Tarakan 

Pada t 2019 

Peraturan Walikota Tarakan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan. 

Pasal5 
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